
SL

BUPATI TAPANULI SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA
PETTATURAN BUPATI TAPANULI S ELA'I'AN

NoMoR t4 TAT1UN 2o2.o

TENTANG

KET3IJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH

SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SBLATAN,

Menirnbang '<l-

Mengingat 1

2

3.

b

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 7 ayat (5)

Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2Ol7 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebljakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dal Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagqimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perattran Bupati tentang
Kebijakan dan Strategi Kabupaten Tapanuli Selatan dalaln

Pengelolaan Sampah Rumah TanggSa dan Sampah Seienis

Sampah Rumah Tangga.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (I-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1902);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

sampah fi-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 69, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4851);

undang-undang Nomor 25 Tahun '.2oog tentang Pelayanan
publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9

Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Irmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O,

Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

505e);
tu
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201I tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-unrlangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 82,
Tamabahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
.5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1.5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangal (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6se8),

7. Undang-Undang Nomor '23 Tahun z0t+ tentang
I)emcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2Ol+ Norror 2+4, 'l'ambahan Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tcntang Pembahan Kcdua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentans Pemerinlahan Dacrah
(l,embaran Negare Republik Indonesis Tahun 2or5 Nouror'

58, .farnbahen Lerntraran Negara Republik Indonesia Nomor

s679);

8. Peraturan Pcmcrintah No.mor 81 Tahun 2Ot2 tcntang
Pengetolaan sampah Rumah Tangga dan sa:npah sejenis
flamlxrh Rurnah Tangga (Lernbaran Negara Repuhlik

Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 188, Tambatran Negara

Republik lndonesia Nornor 53471;

g- Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2OL7 tentang Ke}iiakan

dan st-rutegi Nasional Pengeloliaan ssmpah Rttmah Tangga

DanSampahSejenisSampahRumahTangga(Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 2231;

10. Peratunm Menteri Da]am Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Prorluk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahu[ 2015 Nomor 2036), sebagaimana tetrah

diubah dengan Peraturan Menteri Datram Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Lingkurrgran Hidup Dan Kehutanan Nomor

P.I0/MENLHK/SBTJEN/PLB.0/41zo|EtentangPedoman
Penyusunan Kebijakan Dan strategi Dacrah Pengclolaan

Sampah Rumah Tangga Dan SamPah Sejenis Sampah

Rrrmah Tangga @erita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 734);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentan$ Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Etaerah Kabupatcn

Tapanuli Selatan'I'ahun 2Ol 6 -2O'2 L;

T3.PeraturanDaerahNomorTTahun20T6tentang
Pembcntukan Pcrangkat Daerah Kabupaten Tapanuli

seliatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2O]-9 tentang

PerubatranatasPeraturanDaerahNomorTTahun20|6
tentaIrg Pembentukan Perangkat Daerah l(abupaten

Tapanuli selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tarnbahan lrmbaran

Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANC} KERIJAKAN DAN STRATEGI
KABUPATEN TAPANULI SELATAN DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-
hari dalam rumah tangga .yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga
yang berasal dari kawasar komersial, kawasan industri, kawasan khustts,
fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

3. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik lndonesia yang memegang

kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undrurg-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 7q45.

5. Pemerintah Daerah adalah Kcpala daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahal Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

.yang meniadi kcwcnangan daerah otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut
.Iakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan
parlanganan Sampah Rumah '['angga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga tingkat nasional yarLg terpadu dan berkelanjutan.

7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah 'l'angga dan
Sermpah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut
.lakstrada aclalah au:ah kebijal<an dan strategi dalam pengurangan dan
pananganan Sampatr Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga tingkat claerah provinsi dan daerah kabupatcn yang terpadu dan
berkelanjutan.

8. l)inas Lingkungan Hidup adalatr Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tapanuli Selatan.

9. Pemerintah Daeralr adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

10. Bupati adalah Bupati 'l'apanuli .Selatan

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Ragian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Jakstrada Kabupaten memuat :

a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah ltumah Tangga; d'an
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b. Stretegi, program, dan target pengurangan dan penarrganarr Sampalr
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakal
dalam periode waktu tahun 2O2O sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pengurangan dan

Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

(1) Arah kehijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga clan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
a. Pengurangal Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga;
b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga.
(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga sehagaimana diamaksud pada ayat (1) huruf dilakukan mela-lui :

a. Pembatasan timbulan Sampah Rurnah Talgga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;

b. Pemanfaatan kembali Sampatr Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga d'an/ atau;

c. Pendauran ulang Sampah Rumah .l'angga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Talgga.

(3) Penanganarl Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) huruf b dilakukan melalui :

a. Pemilahan;
b. Pengumpulan;
c. Pengangkutart
d. Pengolahan; dan
e. Pemroscsan akhir.

B:rgia.n Kctiga
Strategi, Target, dan Program Kabupaten rlalam Pengurangan dan

Penanganan
Sampah }Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampakr Sejenis Sampah

Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l ) huruf b
meliputi :

a. Melaksan akan norma, Standard, prosedur, dan kriteria dalam
pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga;
b. Penguatan koordinasi dan kedasama antara Pemerintah Pusat,

Pemerintatr Daerah dan Pemerintah Desa;
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c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan Iegisiatif di daerah dalam
penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah ?angga;

d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya
manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

e. Pembentukan sistem informasi;
f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi d.an

edukasi;
t. Penerapal dan pengembangan sistem intensif dan disinsetif dalam

penguranagan Sampah Rumahr Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Ruma.l. Tangga; dan

h. Penguatan komitmen dunia usaha melaui penerapan kew,ajiban
produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Talgga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(21 Strategi penanganan Sampah R.umah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
meliputi:
a- Melaksanakan norrna, standard, prosedur, dan kriteria dalam

penangarlarl Sampatr Rumah Tangga dan Sampah Sejenis SampaLr
Rumah Tangga;

b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

c" Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam
penyediaErn anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya
manusia dalam penarlganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;

e. Pembentukan sisitem informasi;
f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan

edukasi;
g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan

pemeliharaan;
h, Penguatan penegakan hukum;
i, Penguatan keterlibatan dunia usatra melalui kemitraan dengan

Pemerintah Daerah;
j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah Iingkungan dzur tepat guna;
dan

k. Penerapan dan pengembangan system intensif dan disinsentif dalam
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah'langga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dal penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf b meliputi:

&"
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a- Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah
Rumah Tangga sebesar 3Oo/" (tiga puluh persen) dari angka timbulan
sampah Rumah rangga dan sampah sejenis sampah Rumah rangga
sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun
2025; dan

b. Penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah
Rumah Tangga sebesar 7O/o (tujuh puluh persen) dari angka timbulan
Sampatr Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ditahun 2025.

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sa:rrpah
sejenis sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran t yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati Tapanuli Selatan ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5
dilaksanakan melalui program setragaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tapanuli
Selatan ini.

BAB III
PEI{YELENGGARAAN J AKS TRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang
Kabupaten Tapanuli Selatan dan rencana pembangunan jangka menengah
Kabupaten Tapanuli Selatan.

(2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain
berpedomal kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada
Provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada Kabupaten

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstarada Kabupaten, Bupati sesuai dengan
kewenangannya bertugas untuk:
a. Melaksanalcan Jakstarada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan

Jakstrada;
b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstarada;
c. Menyampaikan hasil pelaksanaan Jaksffada kepada Gubernur paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarara

pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampatr Rumah
Tangga sesuai dengan ketentual peratu ran peundang-undangan.

&*
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Pasal 9

(1) Pemantauan sebagairnana dimaksud dalam Pasa1 8 ayat (U huruf t)
dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan
dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rurnah Tarrgga.

(2) Capaian pengurangan Sarnpah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
dengan indikator:
a. Besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Se.jenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
b. Besaran peningkatan jumlah Sarnpah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah: dal
c. Besaran penigkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga termalfaatkan kembali di Sumber
Sa-mpah.

(3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sa:npah
Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat t1) diukur dengan
indikator:
a. Besaran peningkatan jumlah Sa-rnpah Rumah Tangga dan Sampah

Se.jenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
b. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumatr Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan
akhir;

c. Besaral peningkatan jumlah Sampah Rumal: Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah 'l'angga ysflg diangkut ke pusat pengolahan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

d. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

e. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber
energi; dan

f. Besa-ran penurunat? jumlah Sarnpah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumatr Tangga yang terproses di tempat pemrosesa-n

akhir.
(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3)

disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
(5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakuken evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui :

a. Pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
tl. Identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(6) Hasil evaluasi digunakan sebagat dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 1O

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten dapat berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr dan sumber dana lainnya yang sah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengal penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 10 T/4fr]10n *O2O
BUPATI TAPANULI SELATAN,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 'lO FUfvot:. zOzo
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2O2O NOMOR 91[

dengan aslinya
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